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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar
Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan
(mengganggu) binatang-binatang hadNya, dan binatang-binatang
galaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi
baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhoan dari Tuhan-
Nya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah
nerburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu
kaum karena mereka mengahal-halangi kamu dari masjidil haram,
mendorongmu  berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong
menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan dan janganlah
kamu tolong menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan
permusuhan. (Q.S Al-Maidah:2)
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ABSTRAK

Evadatul Hoiroh, Daru Anondo, SE., M.Si, 2018: Strategi Pengelolaan Dana
Pensiun Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember.

Dana pensiun menurut UU No. 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun adalah
badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan
manfaat pensiun. Sedangkan dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang
dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1)Bagaimana strategi pengelolaan
dana pensiun syariah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember? 2)Bagaimana
Penerapan fatwa DSN-MUI pada pengelolaan Dana Pensiun Syariah di Bank
Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember?

Tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui strategi pengelolaan dana
pensiun syariah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember dan untuk
mengetahui penerapan fatwa DSN-MUI pada pengelolaan Dana Pensiun Syariah
di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, peneliti ini menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif, mendeskripsikan strategi pengelolaan dana
pensiun Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember. Adapun teknik
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan
dokumentasi. Analisis data menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan
kesimpulan. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Peneliti ini memperoleh kesimpulan bahwa: 1) Adapun strategi pengelolaan
dana pensiun Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember disini bekerjasama
dengan PT.Taspen yang mengelola dana pensiun para PNS dengan melakukan
tanda tangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan, dan dalam menghimpun dana
pensiun pihak bank melakukan sosialisasi dengan mengenalkan produk-produk
syariah kepada para calon pensiun. Sehingga para nasabah bisa membuka
tabungan pensiun di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember. Dalam sistem
pengelolaan tabungan pensiun, nasabah juga diperbolehkan untuk memindahkan
tabungan pensiunannya kedalam bentuk investasi. Jika dana tersebut diinvestsikn
maka kesepakan antar pihak bank dan nasabah menggunakan akad mudharabah.
2) Dalam kesesuaian penerapan fatwa DSN-MUI pada pengelolaan dana pensiun
syariah, di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember sebagai mitra bayar dana
pensiun yang mengelola dana pensiun telah mengacu pada fatwa DSN-MUI,
dengan dibuktikannya antara pihak bank dan nasabah menggunakan akad
Mudharabah walaupun dalam bentuk tabungan pensiun. Dan jika nasabah ingin
menginvestasikan dana tersebut maka akad yang dituangkan dalam perjanjian
tersebut yaitu akad Mudharabah Muthlagah.

Kata Kunci: Pengelolaan, Dana Pensiun dan Fatwa DSN-MUI.



ABSTRACT

Evadatul Hoiroh, Daru Anondo, SE., M.Si, 2018: Management Strategy of Bank
Syariah Mandiri Pension Fund Jember Branch Office.

Pension fund according to Law no. 11 of 1992 on pension funds is a legal
entity that manages and operates a program that promises retirement benefits.
While the sharia pension fund is a pension fund that is managed and run based on
sharia principles.

The focus of research in this thesis is: 1) What is the strategy of sharia

pension fund management of Bank Syariah Mandiri Jember Branch Office? 2)
How is the implementation of the DSN-MUI fatwa on the management of the
Sharia Pension Fund at Bank Syariah Mandiri Branch Office of Jember?
The purpose of this research is to know the strategy of Shariah pension fund
management of Bank Syariah Mandiri Branch Office of Jember and to know the
application of fatwa of DSN-MUI at management of Pension Fund Syariah in
Bank Syariah Mandiri Branch Office of Jember.

To identify the problem, this researcher use descriptive qualitative approach,
describe strategy of management of pension fund of Bank Syariah Mandiri
Branch of Jember. The data collection techniques using in-depth interviews,
observation and documentation. Data analysis uses data reduction methods, data
presentation and conclusions. Data validity using source triangulation technique.
The researcher concludes that: 1) The management strategy of Bank Syariah
Mandiri pension fund Jember Branch Office here in cooperation with PT.Taspen
who manage the pension fund of civil servants by signing Cooperation Agreement
(PKS) with, and in collecting the bank's pension fund socialize by introducing
sharia products to prospective pensioners. So that customers can open a retirement
savings in Bank Syariah Mandiri Branch Office Jember. In the retirement savings
management system, customers are also allowed to move their retirement savings
into investment. If the fund is invested then the agreement between the bank and
the customer using the mudharabah contract. 2) In accordance with the application
of the fatwa of DSN-MUI on the management of sharia pension fund, in Bank
Syariah Mandiri Jember Branch Office as a pension fund partner who manages
the pension fund has referred to the fatwa of DSN-MUI, with proven between
bank and customer using Mudharabah contract although in the form of retirement
savings. And if the customer wants to invest the funds then the contract that is
poured in the agreement is Mudharabah Muthlagah contract.

Keywords: Management, Pension Fund and Fatwa DSN-MUI.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dewasa ini
semakin pesat. Diterapkannya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah pada Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang
perbankan dan peraturan bank indonesia (PB1) Nomor 4/PBI1/2002 tahun 2002
menandai babak baru sejarah perkembangan perbankan syariah yang ada di
Indonesia. Undang-undang peraturan tersebut mengandung konsekuensi
bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, sosialisasi, dan
pengembangan perbankan syariah.*

Perbankan mempunyai peranan penting dalam kehidupan suatu negara,
apalagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis
bank tersebut disebabkan oleh fungsi utama bank yaitu sebagai lembaga yang
dapat menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat secara
efektif dan efisien. Dengan berperan sebagai perantara antara pihak yang
kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dana tersebut
diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat.?

Menurut UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank

! M.Firdaus. NH, Sistem dan Mekanisme Pengawasan Perbankan Syariah (Jakarta: Ranaisa,
2005), 33.
2 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Perbankan Syariah, (Jakarta: Alfabet, 2003), 50.
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Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,
serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya.®

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaska
prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Perbankan
Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam
rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan
rakyat.*

Pada tahun 70-an sampai tahun 80-an, masyarakat Indonesia berlomba-
lomba masuk menjadi pegawai negeri dengan tujuan untuk memperoleh
pensiun dimasa tuanya. Pensiun merupakan dambaan memperoleh
penghasilan setelah berakhir masa kerja seseorang dan masa itu masyarakat
masih berfikir bahwa pada usia menjelang pensiun adalah masa yang sudah
tidak produktif lagi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pilihan utama
mereka terjun kedunia kerja adalah pegawai negeri, karena pegawai negerilah
pada saat itu memberikan kepastian adanya pensiun.’

Di Indonesia program dana pensiun berkembang dimasyarakat baru
berupa tabungan yang dikenal dengan tabungan hari tua. Setiap perusahaan
baik swasta maupun pemerintah memiliki program tabungan ini. Tabungan
ini berupa tabungan untuk jangka waktu panjang dan untuk dinikmati
hasilnya setelah pensiun. Wadah penyelenggaraan tabungan ini berupa

yayasan namun pada pelaksanaan operasionalnya wadah ini tidak memadai

¥ Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 16.

* Muhammad, Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah, (Yogyakarta: Ull Press, 2011),
9.

5 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 288-
289.



sebagai dasar hukum penyelenggaraan program pensiun dalam pengertian
bahwa aturan main tentang yayasan tidak jelas dalam perundang-undangan,
melainkan hanya kebiasaan yang tumbuh dalam praktek, ketidak jelasan
wadah ini amat rentang akan penyalahgunaan wewenang, seperti penggelapan
dana. Program dana pensiun ini akan semakin berkembang dimasa yang akan
datang, walaupun terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan dana
pensiun, akan tetapi bagaimanapun setiap orang ingin mendapatkan jaminan
dihari tuanya. Berkenaan dengan panjangnya usia hidup ini semakin
mendorong setiap orang untuk lebih terencana mempersiapkan masa lanjut
usia mereka. Penduduk Indonesia akan terus bertambah dari tahun ketahun.
Lapangan kerja dan para pekerja seiring dengan pertumbuhan penduduk, juga
akan bertambah besar, dengan demikian peserta yang mengikuti program
dana pensiun juga akan bertambah banyak. Semakin banyak peserta maka
akan semakin besar dana yang dapat terhimpun. Dana yang terhimpun dari
dana pensiun akan ikut serta mempercepat laju pembangunan yang akhirnya
juga bermuara kepada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Dengan diberlakukannya dana pensiun pada suatu perusahaan dan
instansi lainnya, dapat memberikan kemungkinan untuk memperkecil
permasalahan-permasalahan yang timbul ditengah masyarakat dalam
menghadapi kehidupan dihari tua, misalnya risiko hilangnya pekerjaan, risiko
kecelakaan yang tidak mungkin lagi untuk bekerja, atau risiko meninggal

dunia. Risiko tersebut memberi dampak finansial terutama bagi karyawan



atau keluarga sehingga kesejahteraan yang bersangkutan secara otomatis akan
terganggu yang pada gilirannya akan mengganggu kelangsungan hidupnya.®

Seiring dengan perkembangnya zaman. Dewasa ini pelaksanaan
program dana pensiun atau harapan untuk memperoleh pensiun dihubungkan
dengan berbagai tujuan. Masing-masing tujuan memiliki maksud tersendiri,
baik bagi penerima pensiun maupun bagi penyelenggara pensiun. Tujuan
penyelenggaraan dan penerima pensiun dapat dilihat dari dua atau tiga pihak
yang terllibat. Jika hanya dua pihak berarti antara pemberi kerja dengan
karyawannya sendiri. Sedangkan jika tiga pihak, yaitu pemberi Kerja,
karyawan dan lembaga pengelola dana pensiun, dimana kemudian masing-
masing pihak memiliki tujuan tersendiri.”

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.11 tahun 1992, maka
semua bentuk dana pensiun yang semula berbentuk yayasan berubah status
menjadi badan hukum tersendiri yang mengelola dan menjalankan program
yang menjanjikan manfaat. Adanya komitmen Undang-Undang Dana Pensiun
untuk menjadikan dana pensiun bebas dari praktik-praktik yang dapat
merugikan kepentingan peserta dan semakin memberikan jaminan kepastian
penyelenggaraan program pensiun.®

Sebagai badan hukum, dana pensiun adalah organisasi yang teratur
yang dikelola oleh pengurusnya, dan memiliki kekayaan sendiri terpisah dari

kekayaan pengurusnya dan mempunyai tujuan tertentu. Dengan

® Mulyani “Manajemen Pengelolaan Dana DPLK Di Tinjau Dari Aspek Hukum Islam, (Skripsi,
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

’ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 290.

8 Zulaini Wahab, Segi Hukum Dana Pensiun, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 20.



memanfaatkan kekayaannya, pengurus dan pensiun mengelola dan
menyelenggarakan program pensiun. Dengan demikian, dana pensiun adalah
subyek hukum yang mempunyai kewajiban dan hak sendiri serta mampu
melakukan perbuatan hukum. Kekayaan dana pensiun adalah kekayaan yang
mandiri, karena tidak dapat dialihkan, dijaminkan atau disita. Kekayaan dana
pensiun tersebut digunakan untuk satu tujuan, yaitu memberikan manfaat
pensiun kepada peserta apabila mereka telah mencapai usia pensiun.
Penggunaan dana pensiun untuk hal-hal diluar tujuan tersebut adalah
dilarang.’

Badan penyelenggara yang mengelola dana pensiun PNS saat ini adalah
Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan dan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan
Bentuk Perusahaan Umum Dana Pensiun Dan Asuransi Pegawai Negeri
Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Perseroan yang
dimaksud adalah PT. Taspen (Persero), tujuan dan lapangan usahanya adalah
menyelenggarakan asuransi sosial termasuk asuransi dana pensiun dan
tabungan hari tua bagi PNS. Penyelenggaraan program pensiun Pegawai
Negeri Sipil olen PT. Taspen (Persero) berbeda dengan penyelenggaraan
program tabungan hari tua Pegawai Negeri Sipil. dalam program tabungan
hari tua Pegawai Negeri Sipil pembayaran iuran Pegawai Negeri Sipil
seluruhnya dikumpulkan melalui PT. Taspen (Persero) dan pembayaran

manfaat sepenuhnya dibebankan kepada perusahaan dimaksud. Dalam

° Abdulkadir Muhammad dan Rildan Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan,
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 147.



program pensiun hal ini sepenuhnya tidak berlaku. PT. Taspen (Persero) saat
ini hanyalah sebagai administrator pensiun sedangkan pemerintah bertindak
sebagai regulator.™

Salah satu bank yang memiliki produk tabungan Dana Pensiun yaitu
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember. Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Jember disini sebagai mitra usaha untuk menghimpun dana pensiun
para PNS yang bekerja sama dengan PT.Taspen. Bank Syariah Mandiri juga
membolehkan tabungan pensiun tersebut dialihkan sebagai tabungan lainnya
misalkan untuk tabungan haji, umroh dan diinvestasi.**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud
untuk melakukan penelitian mengenai “Strategi Pengelolaan Dana Pensiun
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka fokus
permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengelolaan dana pensiun syariah Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Jember?
2. Bagaimana Penerapan fatwa DSN-MUI pada pengelolaan Dana Pensiun

Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember?

10 Ahmad Faisol, Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Dana Pensiun Pegawai Pada PT.
Taspen Kantor Cabang Jember, (Skripsi: Teknik Informatika ITN Malang, 2012).
! Satria Indra Kusuma, Wawancara, Jember, 09 Januari 2018.



C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah:
1. Mengetahui strategi pengelolaan dana pensiun syariah Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Jember.
2. Mengetahui penerapan fatwa DSN-MUI pada pengelolaan Dana Pensiun
Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan penulis antara lain:
1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
wawasan bagi pembaca serta mengembangkan disiplin ilmu pengetahuan
mengenai Lembaga Keuangan Syariah.
2. Kegunaan Praktis
a. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan
serta informasi mengenai pengetahuan tentang lembaga keuangan
syari’ah pada umumnya terutama tentang dana pensiun syariah
khususnya.
b. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan
masukan dan pertimbangan bagi manajemen untuk melakukan

kebijakan ataupun keputusan dimasa yang akan datang serta dapat



digunakan sebagai barometer untuk meningkatkan nasabah Bank

Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember.

. Bagi Masyarakat Luas

Dapat menambahkan wawasan, serta pengetahuan masyarakat
tentang lembaga keuangan syariah khususnya Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Jember sebagai alternatif dalam mensosialisasikan

produk bank syariah khususnya dana pensiun syariah.

. Bagi Akademisi IAIN Jember

Penelitian ini sebagai tambahan referensi bagi pihak IAIN serta
mahasiswa yang ingin mengembangkan wawasan tentang pengetahuan

dalam strategi penghimpunan dana pensiun syariah.

E. Definisi Istilah

1. Strategi

organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan interna

Strategi adalah ‘penempaan’ misi perusahaan, penetapan sasaran

|.12

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan

menggerakkan tenaga orang lain.*?

3. Dana Pensiun

Dana pensiun adalah instrumen keuangan yang mengakumulasikan

kekayaan seseorang selama bekerja dan membayarnya pada masa

pensiun.**

2Gorge A. Steiner dan John B. Miner, Kebijakan dan Strategi Manajemen, (Jakarta: Erlangga,

1988), 18.

3Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, 534.



F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan
skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Secara global
sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bagian awal berisi halaman judul, persetujuan pembimbing,
pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar
tabel, dan daftar gambar.

Bab satu berisi pendahuluan, latar belakang masalah, fokus penelitian,
tujuan penelitian, manfaat penelitian yang merangkum manfaat teoritis dan
manfaat secara praktis, definisi istilah dan sitematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang kajian kepustakaan yang memuat penelitian
terdahulu dan kajian teori berkenaan dengan masalah penelitian yang hendak
dipecahkan sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian. Kajian teori
mencakup tentang Strategi Penghimpunan dana Pensiun Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Jember.

Bab tiga berisi metode penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis
penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik
pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan
penelitian.

Bab empat berisi penyajian dan analisis data yang memuat tentang
gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan
temuan.

Bab lima berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

¥ Ktut Silvanita Mangani, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Erlangga, 2009), 46.



BAB I1
KAJIAN KEPUSTAKAAN
A. Penelitian Terdahulu
1. Tri Puji Lestari (2015) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul
“Analisis Kesesuaian Penerapan pengelolaan Dana Pensiun Syariah
terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013”. Dalam
penelitian tersebut terdapat dua fokus masalah yang pertama yaitu
bagaimana pengelolaan dana pensiun syariah pada PT Bank Syariah
Mandiri Pusat, yang kedua yaitu bagaimana kesesuaian penerapan
pengelolaan dana pensiun syariah pada PT Bank Syariah Mandiri Pusat
terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013. Dari hasil
analisis penulis diperoleh hasil mekanisme pengelolaan dana pensiun
syariah pada PT Bank Mandiri Syariah Pusat sangat sederhana. Dengan
diawalinya setoran iuran peserta untuk kemudian dana tersebut ditampung
oleh pihak PT Bank Syariah Mandiri pada rekening-rekening
penampungan sesuai dengan pilihan peserta, setelah dikumpulkan dana
tiap rekening tersebut mencapai jumlah yang memungkinkan untuk
diinvestasi, maka pihak PT Bank Syariah Mandiri melakukan placement
pada instrument investasi pilihan peserta. Adapun tempat, besar jumlah
penempatan serta kesepakatan-kesepakatan yang menyangkut investasi
dengan regulasi yang berlaku. Kesesuaian pengelolaan dana pensiun
syariah PT Bank Syariah Mandiri terhadap Fatwa DSN MUI Nomor

88/DSN-MUI/X1/2013, sebagai berikut: kesesuaian pihak penerima dana

10
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pensiun syariah pada PT Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan Fatwa
DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013, yaitu pemberi kerja (PT
Taspen), peserta dana pensiun syariah, investee dan penerima manfaat
pensiun. Kesesuaian pada akad yang digunakan PT Bank Syariah Mandiri
dalam program pensiun syariah yaitu akad Mudharabah Muthlagah.
Kesesuaian dalam penyelenggaraan kegiatan investasi. Pada dana pensiun
syariah PT Bank Syariah Mandiri boleh dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah.
Kesesuaian akad yang terjadi antara PT Bank Syariah Mandiri dengan
investee sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/X1/2013
karena Fatwa DSN MUI tersebut ketentuannya menggunakan akad
mudharabah.™

2. Mulyani (2011) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul
“Manajemen Pengelolaan Dana DPLK PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk
ditinjau dari Aspek Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut terdapat tiga
fokus masalah yang pertama yaitu apakah pengelolaan dana pensiun sudah
optimal oleh PT Bank Muamalat Tbk dalam memenuhi kewajiban para
peserta pensiun, yang kedua yaitu bagaimana pengalokasian dana DPLK
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, yang ketiga yaitu apakah manajemen
pengelolaan dana DPLK PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk sesuai dengan
aspek hukum islam. Dari hasil analisis penulis diperoleh hasil managemen

pengelolaan dana pensiun oleh DPLK PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk

>Tri Puji Lestari, Analisis Kesesuaian Penerapan pengelolaan Dana Pensiun Syariah terhadap
Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
2015).
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sangat sederhana namun dapat menjanjikan bagi para peserta. Pengelolaan
dana pensiun berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku di
Indonesia. Dengan tenaga pakar yang dimiliki PT. Bank Muamalat Tbk
mengelola dana pensiun secara profesional, dimana iuran peserta akan
disimpan pada rekening masing-masing serta diberikan kebebasan untuk
memilih jenis investasi yang menguntungkan bagi peserta, dana yang
diperoleh dari DPLK diinvestasi kepada pihak ketiga dalam hal ini bank-
bank syariah, dengan bentuk deposito berjangka dalam mata uang rupiah
sesuai dengan pilihan peserta. Hasil keuntungan dari pihak ketriga dana
tersebut akan disalurkan kepada peserta kembali dalam bentuk bagi hasil,
kerjasama antara peserta dengan DPLK PT. Bank Muamalat Tbk
menggunakan sistem yang islami yaitu mudharabah mutlagah dimana
kerjasama pemilik dana dan pengelola dana dengan ketentuan bagi hasil.*
3. Dian Risky Pangestika (2017) Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto yang Berjudul “Prosedur Pemberian Pembiayaan Pensiun Di
Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang Banyumas Jawa Tengah”. Dalam
penelitian tersebut terdapat satu fokus masalah yaitu bagaimana prosedur
pemberian pembiayaan pensiuan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
Ajibarang. Dari hasil analisis penulis pengajuan permohonan pembiayaan
dilakukan oleh nasabah dan melengkapi persyaratan yang diminta, analisis
pembiayaan yang dilakukan oleh CBRM untuk pengecekan kelengkapan

dokumen, keputusan pembiayaan yaitu keputusan atas permohonan

*Mulyani, Manajemen Pengelolaan Dana DPLK PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk ditinjau dari
Aspek Hukum Islam, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).
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pembiayaan nasabah, penanadatanganan akad dan pengikatan agunan yaitu
proses penanadatanganan perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh
CBRM dan nasabah, kemudian agunan dikuasakan oleh nasabah kepada
pihak bank, Realisasi pembiayaan yaitu tahapan pencairan pembiayaan
pensiun yang dilaksakan oleh BFO.Y

4. Ade Siska Nugraha (2017) Universutas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan yang Berjudul “Prosedur Pelayanan Pembayaran Pensiun PT Bank
Syariah Mandiri KC Tanjung Balai”. Dalam penelitian tersebut terdapat
tiga fokus masalah, yang pertama yaitu apa itu dana pensiun, yang kedua
yaitu siapa yang berhak menerima pensiun, yang ketiga yaitu apa saja
syarat untuk mendapatkan hak atas pensiunan. Berdasarkan analisis yang
telah dilaksanakan, pelayanan adalah bagian dari pemasaran Yyang
dilakukan oleh perusahaan meliputi penyerahan, instalasi, pelatihan
pelanggan, jasa konsultasi, dan perbaikan guna mencapai kepuasan
pelayanan, Pembayaran adalah perbuatan membayarkan atau membayar,
pensiunan adalah penerima manfaat pensiun bulanan yang berasal dari
Aparatur Sipil Negara Pusat, Aparatur Sipil Negara Daerah, TNI, POLRI,
pegawai BUMN/BUMD dan sudah memiliki SK Pensiun baik yang belum

maupun sudah masuk terhitung mulai tanggal pensiun. Dalam memberikan

YDian Risky Pangestika, Prosedur Pemberian Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri KC
Ajibarang Banyumas Jawa Tengah, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto,
2017).
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pelayanan pembayaran pensiun kepada para pesertanya setelah peserta
melengkapi syarat-syarat yang sudah ditetapkan.*®

5. Tri Sestuning Susanti (2015) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
yang Berjudul “Pengelolaan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah
pada Bank Syariah (Studi Kasus di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu
Jember). Dalam penelitian tersebut terdapat tiga fokus masalah, yang
pertama yaitu: Bagaimana pengelolaan manajemen risiko pembiayaan
murabahah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Jember?, yang kedua
yaitu: bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah di Bank Jatim
Syariah Cabang Pembantu Jember?, dan yang ketiga yaitu: langkah-
langkah apa sajakah yang digunakan Bank Jatim Syariah Cabang
Pembantu Jember dalam penanganannya terkait penyelesaian bermasalah?.
Dari hasil analisis tersebut, peneliti memperoleh kesimpulan, yaitu: 1)
Pengelolaan Manajemen risiko pembiayaan murabahah di Bank Jatim
Syariah Cabang Pembantu Jember telah dilaksanakan sejak awal nasabah
mengajukan pembiayaan, proses manajemen risiko dilakukan dengan
empat tahap, vyaitu: identifikasi, pengukuran, pemantauan dan
pengendalian risiko. 2) Mekanisme pembiayaan murabahah di Bank Jatim
Syariah Cabang Pembantu Jember yaitu dimana nasabah mengajukan
pembiayaan atas pembelian suatu barang dengan menggunakan akad
murabahah kepada bank, tetapi bank tidak mmbelikan barang tersebut,

melainkan bank sebagai penyedia dana untuk pembelian suatu barang

Ade Siska Nugraha, Prosedur Pelayanan Pembayaran Pensiun PT Bank Syariah Mandiri KC
Tanjung Balai, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017).
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tersebut, selanjutnya bank akan mewakilkan atas pembelian barang kepada

nasabah, nasabah akan melakukan pembayaran dengan sistem angsuran,

jangka waktu pembayaran ditetapkan oleh nasabah. 3) Untuk langkah

penyelesaian pembiayaan bermasalah bank akan

terlebih  dahulu

melakukan penyelamatan dengan restrukturisasi, jika memang sudah tidak

dapat diselamatkan maka bank akan melakukan pencairan agunan.*

Secara ringkas, penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel

berikut:
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
Nama dan Persamaan dan
No Tahun Judul Penelitian Jenis Hasil Penelitian Perbedaan
Penelitian Penelitian
1. | TriPuji Analisis Kesesuaian Kualitatif Dari hasil penelitian ini ja. Persamaan:
Lestari Penerapan diperoleh hasil Peneliti ini
(2015) Pengelolaan Dana mekanisme pengelolaan | sama-sama
Pensiun Syariah dana pensiun syariah membahas
terhadap Fatwa DSN pada PT Bank Mandiri tentang
MUI Nomor 88/DSN- Syariah Pusat sangat kesesuaian
MUI/X1/2013. sederhana. Dengan penerapan
diawalinya setoran pengelolaan
iuran peserta untuk dana pensiun
kemudian dana tersebut terhadap
ditampung oleh pihak Fatwa DSN-
PT Bank Syariah MUIL.
Mandiri pada rekening- . Perbedaan:
rekening penampungan Penelitian
sesuai dengan pilihan terdahulu tidak
peserta, setelah membahas
dikumpulkan dana tiap tentang
rekening tersebut strategi

mencapai jumlah yang
memungkinkan untuk

penghimpunan

dana pensiun

19 Tri Sestuning Susanti, Pengelolaan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank

Syariah (Studi Kasus di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Jember), (Skripsi, Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, 2015)




16

diinvestasi, maka pihak
PT Bank Syariah
Mandiri melakukan
placement pada
instrument investasi
pilihan peserta. Adapun
tempat, besar jumlah
penempatan serta
kesepakatan-
kesepakatan yang
menyangkut investasi
dengan regulasi yang
berlaku. Kesesuaian
penerima dana pensiun
syariah pada PT Bank
Syariah Mandiri sudah
sesuai dengan Fatwa
DSN MUI Nomor
88/DSN-MUI/XI1/2013,
yaitu pemberi kerja (PT
Taspen), peserta dana
pensiun syariah,
investee dan penerima
manfaat pensiun.
Kesesuaian pada akad
yang digunakan PT
Bank Syariah Mandiri
dalam program pensiun
syariah yaitu akad
Mudharabah
Muthlagah.

Mulyani
(2011)

Manajemen
Pengelolaan Dana
DPLK PT. Bank
Muamalat Indonesia
Tbk ditinjau dari

Aspek Hukum Islam.

Kualitatif

Dari hasil penelitian ini
diperoleh hasil
managemen
pengelolaan dana
pensiun oleh DPLK PT.
Bank Muamalat
Indonesia Thk sangat
sederhana namun dapat
menjanjikan bagi para
peserta. Pengelolaan
dana pensiun
berdasarkan pada
ketentuan undang-
undang yang berlaku di
Indonesia. Dengan

o

o

Persamaan:
Peneliti ini
sama-sama
membahas
tentang dana
pensiun.
Perbedaan:
Peneliti ini
membahas
tentang dana
pensiun yang
dikelola oleh
DPLK
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tenaga pakar yang
dimiliki PT. Bank
Muamalat Thk
mengelola dana pensiun
secara profesional,
dimana iuran peserta
akan disimpan pada
rekening masing-
masing serta diberikan
kebebasan untuk
memilih jenis investasi
yang menguntungkan
bagi peserta, dana yang
diperoleh dari DPLK
diinvestasi kepada
pihak ketiga dalam hal
ini bank-bank syariah,
dengan bentuk deposito
berjangka dalam mata
uang rupiah sesuai
dengan pilihan peserta.
Hasil keuntungan dari
pihak ketriga dana
tersebut akan disalurkan
kepada peserta kembali
dalam bentuk bagi
hasil, kerjasama antara
peserta dengan DPLK
PT. Bank Muamalat
Thk menggunakan
sistem yang islami yaitu
mudharabah mutlagah.

Dian Risky
Pangestika
(2017)

Prosedur Pemberian
Pembiayaan Pensiun
di Bank Syariah
Mandiri KC Ajibarang
Banyumas Jawa
Tengah.

Kualitatif

Dari hasil penelitian ini
diperoleh yaitu
pengajuan permohonan
pembiayaan dilakukan
oleh nasabah dan
melengkapi persyaratan
yang diminta, analisis
pembiayaan yang
dilakukan oleh CBRM
untuk pengecekan
kelengkapan dokumen,
keputusan pembiayaan
yaitu keputusan atas
permohonan

o

Persamaan:
Sama-sama
membahas
tentang dana
pensiun
syariah.
Perbedaan:
Penelitian
terdahulu ini
fokus pada
pembiayaan
dana pensiun.
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pembiayaan nasabah,
penanadatanganan akad
dan pengikatan agunan
yaitu proses
penanadatanganan
perjanjian pembiayaan
yang dilakukan oleh
CBRM dan nasabah,
kemudian agunan
dikuasakan oleh
nasabah kepada pihak
bank, Realisasi
pembiayaan yaitu
tahapan pencairan
pembiayaan pensiun
yang dilaksakan oleh
BFO.

Ade Siska
Nugraha
(2017)

Prosedur Pelayanan
Pembayaran Pensiun
PT Bank Syariah
Mandiri KC Tanjung
Balai.

Kualitatif

Dari hasil penelitian ini,
menyimpulkan bahwa
pelayanan adalah
bagian dari pemasaran
yang dilakukan oleh
perusahaan meliputi
penyerahan, instalasi,
pelatihan pelanggan,
jasa konsultasi, dan
perbaikan guna
mencapai kepuasan
pelayanan, Pembayaran
adalah perbuatan
membayarkan atau
membayar, pensiunan
adalah penerima
manfaat pensiun
bulanan yang berasal
dari Aparatur Sipil
Negara Pusat, Aparatur
Sipil Negara Daerah,
TNI, POLRI, pegawai
BUMN/BUMD dan
sudah memiliki SK
Pensiun baik yang
belum maupun sudah
masuk terhitung mulai
tanggal pensiun. Dalam
memberikan pelayanan

. Persamaan:

Sama-sama
membahas
tentang dana
pensiun
syariah.

. Perbedaan:

Penelitian
terdahulu lebih
fokus pada
pelayanan
pembayaran
pensiun.
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pembayaran pensiun
kepada para pesertanya
setelah peserta
melengkapi syarat-
syarat yang sudah
ditetapkan

Tri
Sestuning
Susanti
(2015)

Pengelolaan
Manajemen Risiko
Pembiayaan
Murabahah pada Bank
Syariah (Studi Kasus
di Bank Jatim Syariah
Cabang Pembantu
Jember)

Kualitatif

Dari hasil analisis
tersebut, peneliti
memperoleh
kesimpulan, yaitu:

1) Pengelolaan
Manajemen risiko
pembiayaan murabahah
di Bank Jatim Syariah
Cabang Pembantu
Jember telah
dilaksanakan sejak awal
nasabah mengajukan
pembiayaan, proses
manajemen risiko
dilakukan dengan
empat tahap, yaitu:
identifikasi,
pengukuran,
pemantauan dan
pengendalian risiko.

2) Mekanisme
pembiayaan murabahah
di Bank Jatim Syariah
Cabang Pembantu
Jember yaitu dimana
nasabah mengajukan
pembiayaan atas
pembelian suatu barang
dengan menggunakan
akad murabahah kepada
bank, tetapi bank tidak
mmbelikan barang
tersebut, melainkan
bank sebagai penyedia
dana untuk pembelian
suatu barang tersebut,
selanjutnya bank akan
mewakilkan atas
pembelian barang
kepada nasabah,

a. Persamaan:
Sama-sama
membahas
tentang
pengelolaan
dana

b. Perbedaan:
Peneliti
terdahulu
lebih fokus
pada
pengelolaan
manajemen
risiko
pembiayaan
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nasabah akan
melakukan pembayaran
dengan sistem
angsuran, jangka waktu
pembayaran ditetapkan
oleh nasabah.

3)Untuk langkah
penyelesaian
pembiayaan bermasalah
bank akan terlebih
dahulu melakukan
penyelamatan dengan
restrukturisasi, jika
memang sudah tidak
dapat diselamatkan
maka bank akan
melakukan pencairan
agunan.

B. Kajian Teori
1. Pengelolaan
a. Pengertian Pengelolaan
Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu

sebagai berikut:

1) Proses, cara, pembuatan mengelola.

2) Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga
orang lain.

3) Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan
organisasi.

4) Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat

di pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.®

“Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, 534.
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b. Fungsi Pengelolaan
Secara umum pengertian manajemen dan pengelolaan hampir
sama Yyaitu proses cara mengelola. Sama halnya dengan fungsi
manajemen dengan fungsi pengelolaan.
Berikut empat fungsi manajemen atau fungsi pengelolaan:

1) Perencanaan (Planning)
Perencanaan adalah sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan
penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai
tujuan.

2) Pengorganisasian (Organization)
Pengorganisasian adalah sebagai cara untuk mengumpulkan orang-
orang dan juga menempatkan mereka sesuai keahliannya dalam
pekerjaan yang sudah direncanakan.

3) Penggerakan (Actuating)
Penggerakan adalah untuk menggerakkan organisasi agar berjalan
sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan
seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau
kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa
mencapai tujuan.

4) Pengawasan (Controlling)
Pengawasan adalah untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi

ini sudah sesuai rencana atau belum.?

?!Sjswanto.H.B, Pengantar Manajemen, (Bandung: Bumi Aksara, 2005), 57.
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2. Dana Pensiun
a. Pengertian Dana Pensiun

Perusahaan dana pensiun secara umum dapat dikatakan
merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu
perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai
perjanjian. Yang artinya dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan
memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan,
kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun
setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara kedua
belah pihak.?

Dana pensiun menurut UU No. 11 Tahun 1992 tentang dana
pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program
yang menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan definisi di atas dana
pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola
program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan
kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun.

Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan
dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga
keuangan syariah di Indonesia, secara lambat tetapi pasti juga
mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan

prinsip syariah. Sampai saat ini dana pensiun syariah berkembang pada

2Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 289.
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Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dilaksanakan oleh
beberapa bank dan asuransi syariah.?®
b. Tujuan Pensiun
Bagi pemberi kerja tujuan untuk menyelenggarakan dana pensiun
bagi karyawannya adalah sebagai berikut:
1) Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah
mengabdi diperusahaan tersebut.
2) Agar dimasa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati
hasil yang diperoleh setelah bekerja diperusahaannya.
3) Memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat
menurunkan turn over karyawan.
4) Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-
hari.
5) Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.
Bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh
dengan adanya pensiun adalah:
1) Kepastian memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang
sesudah masa pensiun.
2) Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk
bekerja.
Bagi lembaga pengelola dana pensiuntujuan penyelenggaran dana

pensiun adalah:

ZAndri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), 292-293.
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1) Mengelola dana untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan
berbagai kegiatan investasi.

2) Turut membantu dan mendukung program pemerintah.?*

. Jenis-jenis Pensiun

Secara umum jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan
yang akan menghadapi pensiun antara lain:
1) Pensiun Normal
Pensiun normal yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan
yang usiannya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan
perusahaan
2) Pensiun Dipercepat
Jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya
karena adanya pengurangan pegawai perusahaan tersebut.
3) Pensiun Ditunda
Merupakan pensiun yang diberikan kepada para karyawan
yang meminta pensiun sendiri.
4) Pensiun Cacat
Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih
disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak

mampu lagi untuk dipekerjakan.

?*Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 326-

327.
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d. Jenis-jenis Dana Pensiun

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun
dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis, yaitu:
1) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

2) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Jadi pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja
(DPPK) atau lembaga keuangan (DPLK).

Penyelenggaraan dana pensiun lembaga keuangan dapat pula
dilakukan oleh bank umum atau asuransi jiwa setelah mendapat
pengesahan dari Menteri Keuangan.?

e. Fungsi Program Dana Pensiun
Fungsi program dana pensiun bagi para peserta antara lain:
1) Asuransi
Asuransi adalah peserta yang meninggal dunia atau cacat
sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan
atas beban bersama dari dana pensiun.
2) Tabungan
Tabungan adalah himpunan iuran peserta dan iuran pemberi
kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri.
3) Pensiun
Pensiun adalah seluruh himpunan iuran peserta dan iuran

pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam

»Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012),
291-292.
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bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama hingga mencapai usia
pensiun selama seumur hidup peserta.?®
f. Keunggulan dan Kelemahan Dana Pensiun
1) Keunggulan Dana Pensiun
Pada umumnya dana pensiun mempunyai keunggulan
potensial sebagai beriku:

a) Pengelolaan yang ditunjuk profesional, loyal, jujur, serta mampu
menyusun rencana dan berpikiran jangka panjang.

b) Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun
dibebaskan dari pajak.

c) Seluruh himpunan iuran dan hasil pengelolaan kekayaan,
investasi dibagikan kepada peserta atau ahli warisnya secara
prorata menurut jumlah iuran dan masa kepesertaannya.

d) Biaya-biaya tetap relatif rendah.

e) Dana pensiun mempunyai prospek menjadi suatu lembaga
keuangan dengan likuiditas dan solvabilitas yang tinggi sehingga
memberikan posisi tawar-menawar yang kuat dalam melakukan
kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya.

f) Untuk mengurangi risiko kematian dan kecelakaan dari peserta,
maka sebagian atau seluruh peserta dapat dipertanggungkan

dengan asuransi jiwa kepada perusahaan asuransi.

%Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), 295.
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g) Manfaat pensiun dapat menikmati secara berkala bulanan secara
seumur hidup dengan jumlah yang sama bagi peserta dan bagi
janda atau duda dari peserta, serta anak yatim piatu dari peserta
sampai berusia 25 tahun.

h) Dana pensiun dapat mempunyai tiga fungsi yang terpadu yaitu
tabungan, asuransi, dan pensiun.

2) Kelemahan Dana Pensiun
Terdapat beberapa kelemahan dari beberapa program Yayasan

Dana Pensiun (YPD), antara lain:

a) Belum ada ketentuan yang mengatur hal-hal mendasar untuk
menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak
penyelenggara program pensiun.

b) Pengelolaan YPD masih banyak yang kurang profesional.

c) Arahan investasi kurang jelas dan kurang konsisten terhadap
pencapaian tujuan program pensiun.

d) Banyak investasi dilakukan pada aktiva tetap yang kurang
produktif.

e) Arahan administrasi keuangan, sabagai pedoman penatausahaan
kekayaan dana pensiun kurang dipersiapkan dengan baik.

f) Beberapa manajemen yang kurang peduli terhadap perbaikan

manfaat pensiun.
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g) Banyak pengelola merasa bangga dan terlena dengan kenaikan
laba yayasan dana pensiun, tetapi kurang memerhatikan perbaikan
manfaat pensiun sebagai tujuan pokok.

h) Keuntungan lembaga atau yayasan dana pensiun yang besar tidak
diimbangi dengan perbaikan manfaat pensiun yang sepadan.

i) Beberapa program pensiun masih membedakan jumlah manfaat
pensiun untuk kalangan pensiunan.?’

g. Pengelolan Dana Pensiun

Dana pensiun selain menjadi lembaga penyelenggaraan program
pensiun bagi masyarakat juga sebagai lembaga penghimpun dana
masyarakat, dana pensiun penghimpun iuran dana dari peserta, iuran
pemberi kerja dan pengembangan investasi. Dana pensiun merupakan
dana yang bersifat jangka panjang yang dapat dijadikan asset investasi
jangka panjang.

Dalam konsep Islam bahwa penyaluran dana atau investasi dana
pensiun dapat dilakukan kedalam bentuk mudharabah, musyarakah dan
ijarah.?®
1) Mudharabah

Mudharabah secara umum adalah kerja sama antar pemilik
dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan

usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

?’Sigit Triandaru, dan Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta:
Salemba Empat, 2006), 277-278.

%Mulyani “Manajemen Pengelolaan Dana DPLK Di Tinjau Dari Aspek Hukum Islam, (Skripsi,
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).
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Dalam konteks deposito, giro atau tabungan syariah, yang disebut
sebagai pemilik atau penanam modal adalah nasabah atau deposan
dan bank bertindak selaku pengelola modal (shahib almal). Berbeda
dengan prinsip wadi’ah, prinsip mudharabah mengharuskan adanya
syarat-syarat tertentu yang harus ditaati oleh deposan atau nasabah,
misalnya adanya saldo minimal tabungan yang tidak boleh diambil
nasabah.
Gambar 2.1
Skema Mudharabah Pada Bank Syariah

Mebuka deposito atau tabungan

[
>

Nasabah Bank Syariah

Mencairkan deposito atau tabungan

Ditambah dengan imbal jasa atau bagi hasil.?®
Pada dasarnya akad mudharabah terdiri dari:
a) Mudharabah Muthlagah
Penerapan mudharabah mutlagah dapat berupa tabungan
dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana,
yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.
Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam
menggunakan dana yang dihimpun.
b) Mudharabah Mugayyadah
Mudharabah Mugayyadah adalah jenis mudharabah yang

pada akadnya dicantumin persyaratan-persyaratan tertentu

®Irma Devita Purnamasari, Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad
Syariah, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011), 29.
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misalnya hanya boleh digunakan untuk usaha tertentu. lkatan-
ikatan ini membuat akad mudharabah menjadi terikat dan sempit
sehingga disebut mudharabah mugayyadah.
Mudharabah mugayyadah terbagi menjadi 2 yaitu:
(1)Mudharabah Mugayyadah Balance sheet
Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus
(restricted investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan
syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bank. Misalnya
disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, disyaratkan
digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan
untuk nasabah tertentu.
(2)Mudharabah Mugayyadah Off Balance sheet
Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana
mudharabah langsung kepada usahanya, dimana bank
bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan
antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana
dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi
oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai
dan pelaksanaan usahanya.®
2) Musyarakah
Musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau

lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak

®http://belajarbersamamjsandyanakuinarraniry.blogspot.co.id/2016/06/ruang-lingkup-bank
syariah-bank-islam.html?m=1 diakses pada tgl 29/01/2018 pukul 13:46 WIB.



http://belajarbersamamjsandyanakuinarraniry.blogspot.co.id/2016/06/ruang-lingkup-bank%20syariah-bank-islam.html?m=1
http://belajarbersamamjsandyanakuinarraniry.blogspot.co.id/2016/06/ruang-lingkup-bank%20syariah-bank-islam.html?m=1
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memberikan Kkontribusi dana. Keuntungan atau kerugian akan
ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah disepakati
sejak awal.®!
3) ljarah
ljarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu
barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa
diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.
h. Kesesuaian Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Terhadap Fatwa
DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/X1/2013

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan
menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Aturan yang
mengatur pengelolaan dana pensiun di bank syariah mengacu pada
fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI1/2013
tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan
prinsip syariah.*

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 88/DSN-
MUI/1X/2013 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program
Pensiun berdasarkan prinsip syariah.

Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

dalam hal Menimbang:

*Irma Devita Purnamasari, Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad
Syariah, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011), 92.

“Ibid., 107.

®Titi Kurnia Rahma, Analisis Hukum Islam Tentang Penerapan DSN MUI Nomor
88/DSNMUI/XI1/201,
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/perbankan_syariah/article/view/3405, (20 Juli 2017).


http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/perbankan_syariah/article/view/3405

32

1) Bahwa dalam rangka mempersiapkan kesinambungan penghasilan
seseorang pada saat masa puma bakti, perlu dilakukan
penghimpunan dan pengelolaan dana melalui dana pensiun.

2) Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dipandang perlu
untuk mengatur penyelenggaraan program pensiun berdasarkan
prinsip syariah.

3) Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI
memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan prinsip syariah.>
Terkait Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 88/DSN-

MUI/1X/2013 selengkapnya terlampir dilampiran.

*Fatwa DSN MUI Nomor: 88/DSN-MUI/IX/2013.pdf, 1.
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METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang
objek penelitiannya dapat dilihat secara empirik melalui pemahaman
intelektual dan argumentasi logis untuk memunculkan konsepsi yang realistis,
berbeda dengan penelitian kuantitatif yang bekerja berdasarkan pada
perhitungan prosentase, rata-rata dan perhitungan statistik lainnya.

Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif ini menurut sugiono adalah
untuk:

1. Menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif.
2. Menemukan teori.

3. Menggambarkan realitas yang komplek.

4. Memperoleh pemahaman makna.

Dikatakan deskriptif karena data-data yang dikumpulkan berupa
gambaran dan ucapan-ucapan karena dalam penelitian ini memang
menggunakan metode kualitatif. Laporan ini akan berisikan tentang kutipan-
kutipan yang digambarkan oleh informasi yang diperoleh dari hasil interview,
dokumentasi dan lain sebagainya. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan
penelitian dan dilakukan melalui pendekatan kualitatif, peneliti berusaha

mengumpulkan sejumlah data atau informasi secara mendetail.*> Tujuan

$*Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 9-14.
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penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif disini yaitu untuk
memperoleh pemahaman makna.
B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah pada perusahaan
yang bergerak di bidang lembaga perbankan, tepatnya di Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Jember. Yang berlokasi di JI. PB Sudirman No. 41-
43, Jemberlor, Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118.

Alasan peneliti memilih Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember
yaitu, karena Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember adalah salah satu
bank yang memiliki saham dana pensiun terbesar di PT. Taspen.

C. Subyek Penelitian

Adapun sumber dari penelitian ini adalah orang atau sekelompok orang
yang dapat memberikan informasi yang sebenarnya dan jelas berkaitan
dengan masalah penelitian. Adapun untuk menentukan subjek dalam
penelitian ini menggunakan tehnik yaitu tehnik pengambilan informan
sumber data dengan pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut dianggap
paling tau tentang apa yang peneliti harapkan atau mungkin sebagai penguasa
sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial
yang diteliti.*® Subjek penelitian tersebut adalah bapak Satria Indra Kusuma
selaku Consumer serta bapak Muhammad Andreanto dan lbu Fatimatus
Zahro selaku marketing dana pensiun. Subjek yang telah ditentukan dengan

pertimbangan tertentu dapat menjawab fokus penelitian yang telah ditentukan

% Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D, (Bandung: Alfabeta, 2007), 219.
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seperti strategi pengelolaan dana pensiun dan Penerapan fatwa DSN-MUI
pada pengelolaan Dana Pensiun Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Jember.
D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang tidak dapat
dihindari dalam kegiatan penelitian. Penelitian menggunakan beberapa teknik
dalam proses pengumpulan data, seperti: wawancara, observasi, dan
dokumentasi yang masing-masing proses tersebut mempunyai peranan
penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat dan sebanyak-
banyaknya.

Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai
berikut:
1. Observasi (pengamatan)

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan
pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan
mata tanpa ada pertolongan alat standart lain untuk keperluan tersebut.
Dengan cara pengamatan langsung, terdapat kemungkinan untuk mencatat
hal-hal, perilaku, pertumbuhan dan sebagainya. Sewaktu kejadian tersebut
berlaku atau sewaktu perilaku tersebut terjadi. Dengan cara pengamatan
data yang langsung mengenai perilaku yang tipikal dari objek dapat dicatat

segera dan tidak menggantungkan data dari ingatan seseorang.’

37 Ibid., 154.
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Penelitian ini dilakukan pengamatan secara langsung di Bank
Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember. Observasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah observasi terus terang, maksudnya peneliti dalam
melakukan pengumpulan data menyatakan dengan terus terang kepada
sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang
diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktifitas penelitian.

Adapun data yang saya dapatkan melalui teknik ini adalah:

a. Letak lokasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember.

b. Aktivitas lembaga mengenai strategi pengelolaan dana pensiun dan
Penerapan fatwa DSN-MUI pada pengelolaan Dana Pensiun Syariah di
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember.

2. Pengumpulan data dengan wawancara/interview

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi
dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam
suatu topik tertentu. Esterberg mengemukakan beberapa macam
wawancara, Yyaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak
terstruktur.*

Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur,
tujuannya untuk menemukan permasalahan secara terbuka, di mana pihak
informan diminta pendapat dan ide-idenya, jadi peneliti perlu
mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh

informan. Adapun wawancara yang akan dilakukan peneliti yaitu:

%8 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), 228.
% Ibid., 317-319.
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a. Mengenai strategi pengelolaan dana pensiun Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Jember.
b. Mengenai Penerapan fatwa DSN-MUI pada pengelolaan Dana Pensiun
Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember.
3. Pengumpulan data dengan menggunakan Dokumen
Teknik dokumentasi adalah studi literature dan dokumenter. Teknik
documenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui
pencarian dan penemuan bukti-bukti.** Adapun yang menjadi bahan
dokumentasi pada penelitian ini yaitu:
a. Struktur Organisasi
b. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember.
¢. Formuli Pembukaan Rekening Tabungan Dana Pensiun Syariah.
d. Brosur Dana Pensiun Syariah.
e. Yang berkaitan dengan kantor Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
Jember.
E. Analisis Data
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
kualitatif deskriptif, Sugiono mengemukakan pendapat Miles dan Huberman
bahwa analisis data kualitatif aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaksi
melalui tiga analisis yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data

display) dan penarikan kesimpulan (Verification).**

““sugiyono, MemahamiPenelitianKualitatif. ED. Rev. Cet. 28 (Bandung, Alfabeta, 2014), 134.
*1 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), 401.
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Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini melalui beberapa
prosedur pengolahan data seperti berikut:
1. Data Reduction (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk
itu maka perlu dicatat secara teliti dan lebih rinci. Mereduksi data berarti
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang
penting dicari pola dan temanya.* Setelah melakukan wawancara penulis
langsung memindahnya kedalam bentuk tulisan dan mengelompokkan
data-data tersebut.

2. Data display (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah

mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah

dengan teks yang bersifat naratif.*®

Selain itu penulis juga menyajikan
dalam bentuk tabel dan gambar, sehingga tujuan dari penelitian ini dapat
terjawab.

3. Conclusion Drawing/ Verificatin

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.**

Pada tahap akhir, data yang tersaji harus dapat menjawab rumusan

masalah yang dirumuskan sejak awal, sehingga memperoleh kesimpulan

tentang strategi pengelolaan dana pensiun dan Penerapan fatwa DSN-MUI

pada pengelolaan Dana Pensiun Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor

Cabang Jember.

*2 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), 247.
“* 1bid., 249.
“ Ibid., 252.
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F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan
peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Agar
diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan
menggunakan teknik-teknik keabsahan data.® Dalam hal ini, peneliti
menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu mengecek data yang diperoleh
melalui beberapa sumber. Trianggulasi sumber disini yaitu satu Consumer
dan dua marketing dengan melakukan wawancara, apakah pemaparan antara
Consumer dan marketing memiliki persamaan atau tidak.

Tahap-tahap Penelitian

Usaha mempelajari penelitian kualitatif tidak lepas dari usaha mengenal
tahap-tahap penelitian. Penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan.
Adapun tahap-tahap penelitian secara umum yaitu terdiri dari tiga tahap. Tiga
tahap itu meliputi tahap Pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap
analisa data
1. Tahap Pra-lapangan. Tahap pra-lapangan terdiri dari tujuh bagian yakni

meliputi bagian-bagian sebagai berikut:
a. Menyusun rancangan penelitian

b. Memilih lapangan penelitian.

c. Mengurus perizinan

d. Menjajaki dan menilai lapangan.

e. Memilih dan memanfaatkan informan.

5 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Iimiah, (Jember: IAIN Jember Press, 2014), 47.
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Menyiapkan perlengkapan penelitian.

Persoalan etika penelitian.

2. Tahap pekerjaan lapangan. Pada tahap ini dibagi menjadi delapan bagian

yakni:

a.

b.

g.
h.

Memahami latar penelitian dan persiapan diri.

Memasuki lapangan.

. Berperan serta sambil mengumpulkan data.

. Mengikuti dan memantau kegiatan serta kondisi masyarakat.

Mencatat data.
Mengetahui tentang cara mengingat data.
Kejenuhan data

Analisis dilapangan.

3. Tahap analisa data:

a.

Reduksi data, memilih data-data yang telah diperoleh disesuaikan

dengan kebutuhan dalam penelitian.

. Penyajian data, menyajikan dengan jelas data-data yang telah dipilih

dan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Sehingga mudah untuk

dipahami.

. Verifikasi/penarikan kesimpulan, memberikan kesimpulan atas hasil

analisis terhadap data-data yang ada.*

*Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2010), 127-148.



BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS
A. Gambaran Objek Penelitian
1. Sejarah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan
integritas telah tertanam kuat pada segenap insane Bank Syariah Mandiri
(BSM) sejak awal pendiriann. Kehadiran BSM sejak tahun 1999,
sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi
dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan
moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi dimensi
termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam
dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan
masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri
perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional
mengalami Kkrisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan
dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di
Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang
dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang
Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB
berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger
dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat

bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank

41
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(Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo)
menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal
31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan
menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas
baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri
melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan
Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan
perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon
atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank
umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Tim
Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU
tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT
Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh
karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan
sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari
bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip
syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum
dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah
dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur Bl No.
1/24/KEP.B1/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat

Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/
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1999, Bl menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.
Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah
Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420
H atau tanggal 1 November 1999. PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil
dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha
dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya.
Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi
salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam Kiprahnya di
perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia
menuju Indonesia yang lebih baik.*’

Pada bulan Desember 2016 Bank Syariah Mandiri memiliki 765
kantor layanan diseluruh Indonesia, 996 unit ATM Syariah Mandiri
dengan akses lebih dari100.000 jaringan ATM.

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember sendiri berdiri
pada tahun 2004 dengan kepala cabang bapak Edi Mulyono yang
beralamat di JI. PB Sudirman No. 41-43 dengan jumlah karyawan sekitar
30 orang. Pada tahun 2017 hingga sekarng Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Jember memiliki karyawan sebanyak kurang lebih 84 karyawan
dan Bank Syariah Mandiri merupakan pemilik saham dana pensiun
terbesar di PT. Taspen diantara bank lainnya. Bank Syariah Mandiri

dahulu hanya fokus pada pembiayaan segmen komersial dan segmen

T http://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah diakses pada tanggal 25/01/2018 pukul
19:02.


http://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah%20diakses%20pada%20tanggal%2025/01/2018%20pukul%2019:02
http://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah%20diakses%20pada%20tanggal%2025/01/2018%20pukul%2019:02
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mikro, sekarang lebih fokus pada pembiayaan segmen consumer dan
segmen gadai.*®
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember

Visi:

a. Untuk nasabah, BSM merupakan bank pilihan yang memberikan
manfaat, menentramkan dan memakmurkan.

b. Untuk pegawai, BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan
untuk beramanah sekaligus berkarir professional.

c. Untuk investor, institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya
yang terus memberikan value berkesinambungan.

Misi:

a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri
yang berkesinambungan.

b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang
melampaui harapan nasabah.

c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan
pada segmen ritel.

d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.

e. Mengembangkan manajementalenta dan lingkungan kerja yang sehat.

f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.*

*8 Satria Indra Kusuma, Wawancara, Jember, 9 Januari 2018.
* \www.syariahmandiri.co.id diakses pada tanggal 25/01/2018 pukul 20:06.


http://www.syariahmandiri.co.id/

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember
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4. Ruang Lingkup Kegiatan/Usaha dari Instansi,Perusahaan
a. Tabungan BSM
Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya
dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau
melalui ATM.
b. BSM Tabungan Mabrur
Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membentuk pelaksanaan
ibadah haji dan umrah.
c. BSM Tabungan Investa Cendekia
Tabungan berjangka untuk keperluan pendidikan dengan jumlah
setoran bulanan tetap (Installment) dan dilengkapi dengan perlindungan
asuransi.
d. BSM Tabungan Berencana
Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil
berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.
e. BSM Tabungan Simpatik
Tabungan berdasarkan prinsip Wadi’ah yang penarikannya dapat
dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.
f. Tabunganku
Tabunganku merupakan tabungan untuk perorangan dengan
persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh
banmk-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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g. BSM Deposito
Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang
dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlagah.
h. BSM Giro
Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk
kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip Wadi’ah
Yat-Dhamanah.
i. BSM Card
Kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui
ATM dan mesin debit (EDC/Electronic Data Capture).
j. BSM Mobile Banking GPRS
Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui Mobile Phone
(Handphone).
k. BSM Net Banking
Layanan transaksi perbankan (on tunai) melalui internet.
B. Penyajian Data Dan Analisis
1. Strategi Pengelolaan Dana Pensiun
Berbicara mengenai strategi pengelolaan dana pensiun di Bank
Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember menurut bapak Satria Indra
Kusuma bagian Consumer, beliau menjelaska bahwa:
Dalam mengelola dana pensiun, disini pihak bank dengan PT.
Taspen melakukan tanda tangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bahwa
Bank Syariah Mandiri secara resmi menjadi mitra bayar dari PT.
Taspen untuk pemberian gaji pensiun setiap bulannya, strategi yang

digunakan disini yaitu melakukan sosialisasi kepada para PNS di
PT.Taspen sebelum nasabah tersebut pensiun, karena yang boleh
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membuka tabungan pensiun di PT.Taspen hanya para PNS saja,
dalam melakukan sosialisasi disini semua bank yang bekerjasama
dengan PT.Taspen, terutama Bank Syariah Mandiri sendiri membuat
posko di kantor PT.Taspen pada saat para PNS dikumpulkan, dan
kami memberi tahu bahwa Bank Syariah Mandiri ini merupakan
mitra bayar pensiun para PNS, selain melakukan sosialisasi juga
ghatering mengenalkan produk-produk syariah yang sesuai dengan
masa purna nasabah tersebut. *°

Tidak jauh berbeda dengan penjelasan bapak Satria Indra Kusuma,
menurut bapak Muhammad Andreanto bagian Marketing Dana Pensiun,
strategi pengelolaan dana pensiun di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
Jember:

Dana pensiun yang dikelola oleh Bank Syariah Mandiri yaitu dana
pensiun para PNS, yang mana para calon pensiun disini
diperbolehkan untuk tetap menyimpan dananya dalam bentuk
tabungan pensiun bahkan juga dapat memindahkan tabungan
pensiunannya dalam bentuk investasi, misalkan kedalam bentuk
deposito. Kebanyakan para nasabah tertarik untuk menyimpan
dananya dalam bentuk tabungan haji, umroh atau diinvestasi karena
sesuai dengan masa purnanya.>®

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Desi Fatimatus Zahro, selaku
bagian Marketing Dana Pensiun Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
Jember, beliau mengatakan:

Sistem penghimpunan dana pensiun Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang yaitu, nasabah membuka tabungan pensiun terlebih dahulu,
kemudian nasabah mengisi form menunjuk Bank Syariah Mandiri
sebagai mitra bayar pensiun setelah itu nasabah melampirkan copy
SK pensiun dan form mitra bayar ke PT.Taspen dan kemudian gaji
pensiun akan masuk ke rekening tabungan pensiun Bank Syariah
Mandiri setelah satu bulan tanggal pensiun nasabah, setelah gaji
masuk didalam rekening tabungan pensiun, maka pihak bank
melakukan penawaran kepada nasabah pensiun agar dana tersebut
diinvestasikan, jika dana tersebut diinvestsikn maka kesepakan antar
pihak bank dan nasabah menggunakan akad mudharabah.™

9 Satria Indra Kusuma, Wawancara, Jember, 09 Januari 2018.
% Muhammad Andreanto, Wawancara, Jember, 10 Januari 2018.
5! Desi Fatimatus Zahro, Wawancara, Jember, 10 Januari 2018.
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Dari ketiga pemaparan narasumber tersebut, peneliti dapat menarik
kesimpulan, antara narasumber pertama dan kedua disini sama-sama
memaparkan bahwa Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember disini
bekerjasama dengan PT.Taspen yang mengelola dana pensiun para PNS
dengan melakukan tanda tangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan, dan
dalam menghimpun dana pensiun pihak bank melakukan sosialisasi
dengan mengenalkan produk-produk syariah kepada para calon pensiun.
Sehingga para nasabah bisa membuka tabungan pensiun di Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Jember. Dalam sistem pengelolaan tabungan
pensiun, nasabah juga diperbolehkan untuk memindahkan tabungan
pensiunannya kedalam bentuk investasi. Sedangkan pemaparan dari
narasumber ketiga disini membahas tentang sistem penghimpunannya
yang mana apabila nasabah ingin menyimpan dana pensiunnya di Bank
Syariah Mandiri maka nasabah harus mengisi formulir menunjuk Bank
Syariah Mandiri sebagai mitra bayar pensiun, sedangkan dalam
pengelolaan dananya jika dana tersebut diinvestsikn maka kesepakan antar
pihak bank dan nasabah menggunakan akad mudharabah.

. Penerapan Fatwa DSN-MUI pada Pengelolaan Dana Pensiun

Berbicara mengenai penerapan Fatwa DSN-MUI pada Pengelolaan
Dana Pensiun di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember. Bapak
Satria Indra Kusuma menjelaskan:

Fatwa DSN-MUI itu diterapkan, jadi dasar kita membuat produk kan

ada DSN. Harus lepas dari yang namanya riba, karena dalam

mengelola dana pensiun menggunakan prinsip kerja sama atau
Mudharabah muthlaga. Kedua apabila dana tersebut untuk
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diinvestasikan maka dituangkannya kesepakatan antara nasabah dan
pihak bank dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.
Prinsip mudharabah disini mengharuskan adanya syarat-syarat yang
harus dilakukan oleh nasabah, misalnya adanya saldo minimal
tabungan yang tidak boleh diambil nasabah.>

Dalam hal lain disampaikan juga oleh ibu Desi Fatimatus Zahro,
beliau memaparkan:

Semua jenis tabungan yang ada di BSM menggunakan akad
mudharabah, termasuk tabungan dana pensiun. Kecuali tabungan
simpatik menggunakan akad wadi’ah yang mana tabungan tersebut
diambil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Meskipun
dana pensiun tersebut diinvestasikan atau dialihkan kedalam bentuk
deposito, juga menggunakan akad mudharabah.™

Kemudian dalam wawancara selanjutnya mengenai penerapan Fatwa
DSN-MUI, bapak Muhammad Andreanto menjelaskan:

Dalam mengelola dana pensiun disini bank melakukan kesepakatan
terlebih dahulu dengan nasabah, dana pensiun tersebut yang
diperoleh apakah hanya ingin dibuat dalam bentuk tabungan saja
ataukah ingin di investasi atau didepositokan, tetapi apabila ingin
didepositokan maka nasabah harus memenuhi syarat dari pihak bank
berupa ketentuan dana yang harus ada di rekening nasabah tersebut.
Setelah dana tersebut didepositokan maka pihak bank mengelolanya
dalam bentuk penyaluran yaitu digunakan untuk pemberian
pembiayaan, misalnya pemberian modal kerja mikro, modal kerja
perusahaan, pembiayaan pensiunan, pembiayaan griya dan lain-lain.
Kemudian dari keuntungan pembiayaan tersebut sebagian akan
dikembalikan kepada deposan antara 4.5% sampai 5%.*

Pernyataan ijab dan qobul adalah hal yang memang benar-benar
dijaga, dalam artian keridhoan antara kedua belah pihak yang mana
sebelum menyimpan dananya harus adanya kesepakatan terlebih dahulu.
Dari pemaparan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa dalam

mengelola dana pensiun, Bank Syariah Mandiri sebagai mitra bayar dana

52 Satria Indra Kusuma, Wawancara, 10 Januari 2018.
58 Desi Fatimatus Zahro, Wawancara, 15 Januari 2018
% Muhammad Andreanto, Wawancara, Jember, 16 Januari 2018.
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pensiun yang mengelola dana pensiun telah mengacu pada fatwa DSN-

MUI , dengan dibuktikannya antara pihak bank dan nasabah menggunakan

akad Mudharabah walaupun dalam bentuk tabungan pensiun. Dan jika

nasabah ingin menginvestasikan dana tersebut maka akad yang dituangkan

dalam perjanjian tersebut yaitu akad Mudharabah Muhlagah.

Gambar 4.2
Skema pengelolaan dana pensiun
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C. Pembahasan Temuan
1. Strategi Pengelolaan Dana Pensiun

Pada dasarnya dana pensiun merupakan tabungan hari tua yang
dikelola oleh suatu lembaga keuangan bank dan memungut dana dari
pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan
kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu
sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak.

Dalam mengelola dana pensiun Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Jember Bekerjasama dengan PT Taspen. Dana pensiun yang
dikelola oleh Bank Syariah Mandiri yaitu dana pensiun para PNS, yang
mana para calon pensiun disini diperbolehkan untuk tetap menyimpan
dananya dalam bentuk tabungan pensiun, maka dana tersebut hanya
tersimpan direkening tabungan pensiun saja, lain halnya dengan tabungan
dana pensiun yang dialihkan untuk di kelola kembali oleh nasabah pensiun
kepada pihak bank, maka dana tersebut boleh untuk di investasi atau
didepositokan, hal ini kurang lengkap jika dibandingkan dengan teori yang
disebut dalam Manajemen Pengelolaan Dana Pensiun DPLK Ditinjau Dari
Aspek Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa: Dana pensiun selain
menjadi lembaga penyelenggaraan program pensiun bagi masyarakat juga
sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat, dana pensiun penghimpun
iuran dana dari peserta, iuran pemberi kerja dan pengembangan investasi.
Dana pensiun merupakan dana yang bersifat jangka panjang yang dapat

dijadikan asset investasi jangka panjang.
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Dalam konsep Islam bahwa penyaluran dana atau investasi dana
pensiun dapat dilakukan kedalam bentuk mudharabah, musyarakah dan
ijarah.>®

2. Penerapan Fatwa DSN-MUI pada Pengelolaan Dana Pensiun
Berbicara mengenai Penerapan Fatwa DSN-MUI pada Pengelolaan
Dana Pensiun, dana pensiun dikelola pada saat dana tersebut dihimpun
oleh Bank Syariah Mandiri kemudian masuk kedalam rekening-rekening
tabungan para pensiun, setelah itu pihak bank melakukan kesepakatan
dengan nasabah apakah dana tersebut mau di depositokan apakah hanya di
simpan dalam bentuk tabungan pensiun. Bank Syariah Mandiri mengacu
pada Fatwa DSN-MUI karena dalam mengelola dananya sesuai dengan
prinsip syariah tanpa adanya riba dan semua bentuk tabungan yang ada
pada Bank Syariah Mandiri menggunakan akad Mudharabah termasuk
dana pensiun, kecuali tabungan simpatik yang menggunakan akad
wadi’ah. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari bapak Satria Indra Kusuma
selaku Consumer yang langsung menangangi di bagian dana pensiun.

Jika dilihat dari pemaparan bapak Satria Indra Kusuma, apabila
dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI dalam hal Menimbang:

a. Bahwa dalam rangka mempersiapkan kesinambungan penghasilan
seseorang pada saat masa puma bakti, perlu dilakukan penghimpunan

dan pengelolaan dana melalui dana pensiun.

*Mulyani “Manajemen Pengelolaan Dana DPLK Di Tinjau Dari Aspek Hukum Islam, (Skripsi,
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).
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b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dipandang perlu untuk
mengatur penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip
syariah.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI
memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan prinsip syariah.>’

Dalam mengelola dana pensiun yang dilakukan oleh Bank Syariah

Mandiri Kantor Cabang Jember sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI

Nomor: 88/DSN-MUI/1X/2013 Tentang Pedoman Umum

Penyelenggaraan Program Pensiun . Karena akad yang dituangkan dalam

mengelola dana pensiun tersebut akad Mudharabah atau kerjasama yang

mana akad tersebut sesuai dengan prisip syariah.

5" Fatwa DSN MUI Nomor: 88/DSN-MUI/1X/2013.pdf,1.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya, maka
dapat disimpulkan bahwa:

1. Adapun strategi pengelolaan dana pensiun Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Jember disini bekerjasama dengan PT.Taspen yang mengelola
dana pensiun para PNS dengan melakukan tanda tangan Perjanjian Kerja
Sama (PKS) dengan, dan dalam menghimpun dana pensiun pihak bank
melakukan sosialisasi dengan mengenalkan produk-produk syariah kepada
para calon pensiun. Sehingga para nasabah bisa membuka tabungan
pensiun di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember. Dalam sistem
pengelolaan tabungan pensiun, nasabah juga diperbolehkan untuk
memindahkan tabungan pensiunannya kedalam bentuk investasi. Jika dana
tersebut diinvestsikn maka kesepakan antar pihak bank dan nasabah
menggunakan akad mudharabah.

2. Dalam kesesuaian penerapan fatwa DSN-MUI pada pengelolaan dana
pensiun syariah, di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember sebagai
mitra bayar dana pensiun yang mengelola dana pensiun telah mengacu
pada fatwa DSN-MUI , dengan dibuktikannya antara pihak bank dan
nasabah menggunakan akad Mudharabah walaupun dalam bentuk

tabungan pensiun. Dan jika nasabah ingin menginvestasikan dana tersebut
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maka akad yang dituangkan dalam perjanjian tersebut yaitu akad
Mudharabah Muhlagah.
B. Saran
Dengan terselesainya skripsi ini, peneliti ingin memberikan saran
kepada pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember, masyarakat dan
untuk penelitian selanjutnya.

1. Untuk pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember, hendaknya
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember lebih gencar dan semangat
lagi dalam mensosialisasikan produk-produk tabungannya kepada hal
layak umum. Sehingga pemahaman masyarakat mengenai sistem bank
lebih diminati khususnya mengenai kepatuhan syariahnya.

2. Untuk masyarakat, hendaknya masyarakat lebih membuka wawasan lagi
mengenai produk-produk tabungan pada perbankan syariah.

3. Untuk peneliti selanjutnya, jika penelitian ini dijadikan referensi
diharapkan untuk peneliti lanjutan mengkaji kembali hal-hal yang terdapat
dalam penelitian ini, karena penulis menyadari masih banyak kelemahan

yang terdapat didalamnya.
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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NOMOR: 88/DSN-MUI/X1/2013
Tentang ;
PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PROGRAM PENSIUN
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

s AN B oy

Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan kesinambungan penghasilan
sesecorang pada saat masa purna bakti, perlu dilakukan
penghimpunan dan pengelolaan dana melalui dana pensiun;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dipandang perlu
untuk mengatur penyelenggaraan program pensiun berdasarkan
prinsip syariah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI
memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t .:
a. QS. al-Hasyr [59]: 18:
Syl 18 8 a3 8 2 sy dll 1,85 1T ) @l g
b8t & %8l
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah
dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat
untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.”

b. QS. an-Nisa’ [4]: 29:
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“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali
dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di
antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh,
Allah Maha Penyayang kepadamu.”

c. QS. al-Baqgarah [2]: 275:

Sty dhisg sz‘ boty LS YL Oeheks Y BN 5,08
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“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang
demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-
orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,
lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa
yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya.”

d. QS. Ali-Imran [3]: 130:

2

2S00 A T Lad Gl g 1, Y 15T 50 G g
:) 2 /~..
“Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah
supaya kamu mendapat keberuntungan.”

e. QS.al-Ma’idah [5]: 1:
;jj.ﬁb Sjsj\ \j,va u.,JJ\ L@_A G
“Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...
f. QS.an-Nisa’ [4]: 58:
Gl ) eudg of 23k &

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat

2

kepada yang berhak menerimanya...
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g. QS. Lugman [31]: 34:
Gg sV @ G g Eah Jis el 2l ke b G
Gl 2k )% U Tud &S5 158 2 o)
S ke Al
“Sesungguhnya Allah, hanya di sisi-Nya sajalah ilmu tentang
hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui
apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorangpun yang
dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya
besok. Dan tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui di

bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan
Maha Mengenal.”

2. Hadis Nabi s.a.w.:
a. Hadis Nabi s.a.w.dari Abu Hurairah:

e /Jf A s (5N uj’f RS 56;5 ‘JA;?J: o e 2
L..’JJ\ °/Q.U\ ”‘:(.Méﬁfﬁqdj (ML\.Q.S‘(}J u;
0% & Aﬂ\j cS}g‘-’}]\j \.;.SVU\ d A.U\ 8 2SS T3 79 43/15-&\3

(V.LM" 25 85 )w\u}ogv\w\u\fu .C;.S\
“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan
di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari
kiamat; siapa saja yang memberikan kemudahan terhadap orang
yang sedang kesulitan, Allah akan memberinya kemudahan di
dunia dan akhirat, barang siapa menutup aib muslim yang lain,
maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat; dan

Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka)
menolong saudaranya.” (HR. Muslim)

b. Hadis Nabi riwayat Nu’man bin Basyir:

PGIRH| msgg;@w 5 w5y sl 3 Cxebd)l s

3 s 2l 2 g2y andy g BT 3k 4

r@-‘bL’Uj w}\ J: s U CM\) A QL;,Q\ /4 y
(£TA0 1 audd ) chA.L'pwj

“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang mereka,
saling mengasihi dan saling mencintai bagaikan satu tubuh;

/
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Jikalau satu bagian menderita sakit, maka bagian lain akan turut
merasakan susah tidur dan demam.” (HR. Muslim dari Nu’man
bin Basyir)

c. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Musa al-Asy’ari, Nabi
s.a.w bersabda:

HEAY s o) Uit et Ay OGS D 2l
O\ ey

“Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah

)

bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain.’

d. Hadis Nabi Riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:
Ui g 5 Yols w5 il ) Gradetdl G s 20l

“Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram”.

e. Hadis Nabi Riwayat Tirmidzi:
G Got 5 Wls g 5n ) byt I Okl
“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali

syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram.” (HR Tirmidzi)

f. Hadis Nabi Riwayat Hakim:

@

w2 g b o) dlog s e A Lo W Jyt5 J6
R - U =Y S
s o ,0/,06'_-, 0% 12 = - ’1 -

(A s el B e s 05

“Rasulullah s.a.w.bersabda dalam rangka menasihati seseorang,
“pergunakanlah lima perkara sebelum datang lima perkara:
sehatmu sebelum sakitmu, mudamu sebelum tuamu, kayamu

sebelum miskin, waktu Iluangmu sebelum sempit, hidupmu
sebelum matimu’. (HR. Hakim)

g. Atsar Sahabat :

Jlg e s o oG e B oy A 28 5
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“Umar ibn Khattab r.a. melewati pintu suatu kaum, seorang laki-
laki tua dan buta bertanya kepadanya, kemudian Umar menepuk
sikunya, dan bertanya: Anda dari golongan ahlil kitab mana?
Laki-laki itu menjawab: dari kelompok Yahudi. Ia berkata: apa
yang mendorongmu datang ke sini? ia menjawab: saya
bermaksud meminta jizyah karena saya sudah tua dan
membutuhkannya. Kemudian Umar r.a. memegang tangannya
dan membawanya pergi ke rumahnya, dan memberinya sesatu
dari rumahnya. Kemudian mengutusnya ke petugas bait al-mal.
Umar r.a. berkata kepada petugas tersebut: perhatikan bapak ini
dan orang—orang sepertinya. Demi Allah kita tidak
memperlakukannya dengan adil, kita mempekerjakannya masa
mudanya, tetapi kita menghinakannya di masa tuannya
(Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang
fakir, orang-orang miskin). Orang-orang fakir adalah orang-
orang Islam, sedangkan bapak ini termasuk orang-orang ahli
kitab yang miskin, kemudian Umar r.a. membebaskan kewajiban
membayar jizyah dari orang tersebut dan orang-orang yang sama
dengannya”.

h. Qaul Ulama :

14 “J:aﬂ\ le.:« AL»LJ vy
&j}/ ﬁ;g :".,M/'V 3 A.W: Q}f A ”.U\ JJ!:\ R JJJ B> J)a.)\j
B G ekl Ju e e ol 28 e K22
Diriwayatkan, bahwa Umar bin Abdul Aziz mengutus
pekerjanya ke negeri Bashrah, ia ‘berkata kepadanya: “lihatlah
ahli dzimmah yang bertemu denganmu yang sudah tua dan lemah

serta tidak mampu bekerja, maka cukupilah biaya yang
dibutuhkannya dari baitul mal.”

5
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1. Qaul Ulama
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“Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan baik dengan
imbalanmaupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi s.a.w. pernah
mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman,
kepada Urwah untuk membeli kambing, kepada Abu Rafi dalam
menerima pernikahan, dan beliau mengutus pegawai-pegawainya
untuk menerima sedekah (zakat) serta menjadikannya sebagai
amil yang mendapat imbalan”. (Kitab al Mughni, Ibnu Qudamabh,
Kairo, Darul Hadist 2004, juz 6, him 468)

3. Kaidah Fikih, antara lain:

PRSI NI P RN IR DAV I

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali
ada dalil yang mengharamkannya.” (al Asyhbah wa an Nadha'ir,
Imam Suyuthi, him 10)

Jig sl Y
“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan” (a/ Asyhbah wa an
Nadha ir, Imam Suyuthi, him 84)

QL<.¢‘>1\ J.uJ N A

’Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkansedapat
mungkin”. (Durar al Hukkam, Ali Haidar, hlm 42)

Sbdly oLally ssdady b 2 L O A
(\YY UPL”;EM

“Tindakan atau kebijakan Imam (pemerintah) terhadap rakyat harus
berorientasi pada mashlahat”. (Majalah al-Ahkam al- ‘Adliyah, 58)

4. Standar Syar‘i (AAOIFI) No. 31; 4-1:

S é.}s& iy L 5f &L w}w J:wd A 0,5 of
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“Gharar yang merusak legalitas akad adalah gharar yang terdapat
dalam kontrak bisnis (mu ‘awadhat) dan yang dipersamakan dengan
itu antara lain berupa akad jual-beli, ijarah, dan syarikah. Sebaliknya,
gharar tidak merusak legalitas akad fabarru’ meski dominan, antara
lain akad hibah dan wasiat.”

[em—

. Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah

2. Fatwa DSN MUI No. 52/DSN-MUI/11/2006 tentang Akad Wakalah
bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah;

3. Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUVIII/2006 tentang Akad Tabarru’
pada Asuransi dan Reasuransi Syariah;

4. Hasil kajian dan mudzakarah yang dilakukan antara DSN-MUI
dengan IKNB OJK dan Asosiasi Dana Pensiun pada tgl 28 Mei
2013, 26 Juni 2013, 2 Juli 2013, 29-30 Agustus 2013 tentang Dana
Pensiun Syariah;

5. Rapat pleno DSN-MUI tanggal 12 Muharram 1435 M/15 November
2013 M.

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan
Prinsip Syariah

Pertama :  Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan
menjalankan program yang menjanjikan Manfaat Pensiun;

2. Dana Pensiun Syariah adalah Dana Pensiun yang
menyelenggarakan program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;

3. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah Dana Pensiun yang
dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan,
selaku Pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat
Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), bagi
kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai Peserta,
dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja;

4. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun
yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk
menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan,
baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana
Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan
asuransi jiwa yang bersangkutan;

]
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5. Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan
Manfaat Pensiun bagi Peserta;

6. Program Pensiun luran Pasti (PPIP) adalah program pensiun yang
iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh
iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening
masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun;

7. PPIP-Contributory adalah Program Pensiun yang Pesertanya ikut
mengiur untuk penyelenggaraan program pensiunnya;

8. PPIP-Non Contributory adalah adalah Program Pensiun yang
Pesertanya tidak ikut mengiur untuk penyelenggaraan program
pensiunnya; iuran untuk penyelenggaraan pensiun hanya dilakukan
oleh Pemberi Kerja;

9. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah program pensiun
yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau
program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun
Turan Pasti;

10. Program pensiun syariah adalah program pensiun yang dijalankan
dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah;

11. Iuran adalah dana yang diterima Dana Pensiun yang berasal dari
Pemberi Kerja dan/atau Peserta;

12. Manfaat Pensiun adalah pembayaran yang diserahkan kepada
penerima pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam
Peraturan Dana Pensiun serta tidak bertentangan dengan prinsip
syariah;

13. Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan
yang menjadi dasar pengelolaan dan penyelenggaraan pensiun;

14. Vesting Right adalah hak seorang peserta untuk menerima Manfaat
Pensiun setelah yang bersangkutan menjadi peserta selama kurun
waktu tertentu;

15. Locking-in adalah asas penundaan pembayaran manfaat pensiun
bagi Peserta sebelum mencapai usia pensiun;

16. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan Peraturan
Dana Pensiun;

17. Penerima manfaat pensiun adalah peserta, isteri/suami dari peserta,
anak-anak yang sah dari peserta, atau pihak lain yang ditunjuk oleh
peserta, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun;

18. Akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan
gabul (pernyataan menerima ikatan) yang dibuat antara dua pihak
atau lebih, sesuai prinsip syariah;

]
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19. Akad Hibah adalah akad yang berupa Pemberian dana (Mauhub
bih) dari Pemberi kerja (Wahib) kepada Pekerja (Mauhub lah)
dalam penyelenggaraan pensiun;

20. Akad Hibah bi Syarth adalah hibah yang baru terjadi (efektif)
apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi (dalam hal vesting right);

21. Akad Hibah Mugqayyadah adalah hibah, di mana pemberi (Wahib)
menentukan orang-orang/pihak-pihak yang berhak menerima
manfaat pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat
pensiun sebelum waktunya (locking in);

22. Akad Wakalah adalah akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi
kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan;

23. Akad Wakalah bil Ujrah adalah akad wakalah dengan imbalan
upah (ujrah);

24. Akad Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara Dana
Pensiun Syariah dengan pihak lain; Dana Pensiun Syariah sebagai
Shahibul Mal, pihak lain sebagai Mudharib (pengelola),
keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan
kerugian dibebankan kepada Dana Pensiun Syariah apabila
kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola.

Kedua : Ketentuan terkait PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti) pada
DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan)
1. Ketentuan Para Pihak dan Akad PPIP pada DPLK

a. Para Pihak dalam PPIP pada DPLK adalah Pemberi Kerja,
Peserta, Pengelola DPLK (selanjutnya disebut Dana Pensiun
Syariah), Investee, dan Penerima Manfaat Pensiun;

b. Akad antara Pemberi Kerja dengan Peserta adalah Hibah bi
Syarth; Pemberi Kerja sebagai Pemberi (Wahib), dan Peserta
sebagai Penerima (Mauhub lah);

c. Pemberi Kerja memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak
yang berhak menerima manfaat pensiun dengan akad Hibah
Mugayyadah sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Syariah;

d. Akad antara Pemberi Kerja dengan Dana Pensiun Syariah
adalah akad wakalah; Pemberi Kerja berkedudukan sebagai
Muwakkil, dan Dana Pensiun Syariah sebagai Wakil dalam
mengelola program pensiun bagi pekerjanya;

e. Dalam PPIP-Contributory, akad antara Peserta dengan Dana
Pensiun Syariah, adalah akad Wakalah bil Ujrah; Peserta
sebagai Muwakkil, dan Dana Pensiun Syariah sebagai Wakil
dalam mengelola program pensiunnya;

/
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f. Akad antara Peserta Mandiri dengan Dana Pensiun Syariah
adalah akad Wakalah bil Ujrah; Peserta sebagai Muwakkil, dan
Dana Pensiun Syariah sebagai Wakil dalam mengelola
program pensiunnya;

g. Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Investee/Manajer
Investasi adalah akad Wakalah bil Ujrah atau akad
Mudharabah. Dana Pensiun Syariah sebagai Muwakkil, dan
Investee/Manajer Investasi sebagai Wakil dalam akad Wakalah
bil Ujrah; dan Dana Pensiun Syariah sebagai Shahib al-Mal,
dan Investee/Manajer Investasi sebagai Mudharib dalam akad
Mudharabah:;

h. Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian,
Penasehat Investasi, dan Akuntan Publik adalah akad ijarah;
Dana Pensiun Syariah sebagai Musta jir; dan Bank Kustodian,
Penasehat Investasi, dan Akuntan Publik sebagai 4jir;

i. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan non
investasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian
(akad) dengan pihak lain berdasarkan prinsip syariah yang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

2. Ketentuan Iuran PPIP pada DPLK

a. Pemberi Kerja dan/atau Peserta menyisihkan dana untuk iuran
penyelenggaraan program pensiun peserta, dan
menyerahkannya kepada Dana Pensiun Syariah dengan akad
Wakalah bil Ujrah; serta mengacu pada peraturan perundangan
dana pensiun;

b. Dalam hal vesting right, akad hibah dari Pemberi Kerja kepada
Peserta akan berlaku apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi
sesuai kesepakatan dan/atau ketentuan yang ditentukan
Pemberi Kerja yang substansinya sesuai dengan syariah
dan/atau peraturan perundang-undangan;

c. Dalam hal /ocking in, dana hibah dari Pemberi Kerja berikut
hasil pengelolaannya, sudah menjadi milik Peserta tapi belum
bisa diambil berdasarkan akad Hibah Muqayyadah;

d. Peserta berhak menarik dana miliknya dari Dana Pensiun
Syariah, dan Dana Pensiun Syariah wajib menunaikannya,
pada saat Peserta yang bersangkutan mencapai usia pensiun
yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (pensiun
dipercepat, normal, atau ditunda);
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e. Apabila peserta meninggal dunia, maka manfaat pensiun
diberikan kepada pihak yang ditunjuk dengan syarat tidak
bertentangan dengan prinsip syariah.

3. Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta PPIP pada DPLK

a. Pengelolaan kekayaan harus didasarkan pada prinsip kehati-
hatian, profesionalisme dan memenuhi Prinsip Syariah;

b. Iuran yang diterima Dana Pensiun Syariah harus diinvestasikan
sesuai dengan Prinsip Syariah;

c. Kegiatan investasi menggunakan akad yang berlaku sesuai
dengan Prinsip Syariah;

d. Pengelola DPLK Syariah berhak memperoleh imbalan (ujrah)
atas pengelolaan dana berdasarkan Akad Wakalah bil Ujrah.

4. Ketentuan Manfaat Pensiun PPIP pada DPLK

a. Iuran Peserta dan/atau dana hibah dari Pemberi Kerja yang
dikelola Dana Pensiun Syariah beserta hasil investasinya,
menjadi milik Peserta apabila telah dipenuhi persyaratan yang
ditentukan Pemberi Kerja dan/atau disepakati dalam perjanjian
yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan
perundang-undangan;

b. Serahterima manfaat pensiun harus didasarkan pada
kesepakatan sesuai prinsip syariah dan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Ketentuan terkait PPIP pada DPPK
1. Ketentuan Para Pihak dan Akad PPIP pada DPPK

a. Para Pihak dalam PPIP pada DPPK adalah Pemberi Kerja,
Peserta, Pengelola DPPK (selanjutnya disebut Dana Pensiun
Syariah), Investee, dan Penerima Manfaat Pensiun;

b. Akad antara Pemberi Kerja dengan Peserta adalah Hibah bi
Syarth; Pemberi Kerja sebagai Pemberi (Wahib), dan Peserta
sebagai Penerima (Mauhub lah);

c. Pemberi Kerja memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak
yang berhak menerima manfaat pensiun dengan akad Hibah
Mugqayyadah sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Syariah;

d. Akad antara Pemberi Kerja dengan Dana Pensiun Syariah
adalah akad wakalah; Pemberi Kerja berkedudukan sebagai
Muwakkil, dan Dana Pensiun Syariah sebagai Wakil untuk
menyelenggarakan program pensiun bagi pekerjanya;

e. Dalam hal Contributory, akad antara Peserta dengan Dana
Pensiun Syariah adalah akad Wakalah; Peserta berkedudukan
sebagai Muwakkil, dan Dana Pensiun sebagai Wakil,

]
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f.  Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Investee/Manajer
Investasi adalah akad Wakalah bil Ujrah atau akad
Mudharabah. Dana Pensiun sebagai Muwakkil, dan
Investee/Manajer Investasi sebagai Wakil dalam akad Wakalah
bil Ujrah; dan Dana Pensiun sebégai Shahib al-Mal, dan
Investee/Manajer Investasi sebagai Mudharib dalam akad
Mudharabah;

g. Akad antara Dana Pensiun dengan Bank Kustodian, Penasehat
Investasi, dan Akuntan Publik adalah akad ijarah; Dana
Pensiun sebagai Mujjir, dan Bank Kustodian, Penasehat
Investasi, dan Akuntan Publik sebagai Ajir (Musta jir);

h. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan non
investasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian
(akad) dengan pihak lain berdasarkan prinsip syariah yang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

2. Ketentuan Iuran PPIP pada DPPK

a. Pemberi Kerja dan/atau Peserta menyisihkan dana untuk iuran
penyelenggaraan program pensiun peserta, dan
menyerahkannya kepada Dana Pensiun Syariah dengan akad
wakalah serta mengacu pada peraturan perundangan dana
pensiun;

b. Pemberi Kerja memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak
yang berhak menerima manfaat pensiun dengan akad Hibah
Mugayyadah sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Syariah;

c. Dalam hal vesting right, akad hibah dari Pemberi Kerja kepada
Peserta akan berlaku apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi
sesuai kesepakatan dan/atau ketentuan yang ditentukan
Pemberi Kerja yang substansinya sesuai dengan syariah
dan/atau peraturan perundang-undangan;

d. Apabila Pemberi Kerja gagal memenuhi kewajiban pada masa
vesting right, Mauhub bih menjadi milik Pekerja;

e. Dalam hal /ocking in, dana hibah dari Pemberi Kerja berikut
hasil pengelolaannya, sudah menjadi milik Peserta tapi belum
bisa dikuasai secara penuh;

f. Peserta berhak menarik dana miliknya dari Dana Pensiun
Syariah, dan Dana Pensiun Syariah wajib menunaikannya,
pada saat Peserta yang bersangkutan mencapai usia pensiun
yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (pensiun
dipercepat, normal, atau ditunda);

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia ﬂ/l



88 Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun... 13

g. Apabila peserta meninggal dunia, maka manfaat pensiun
diberikan kepada pihak yang ditunjuk dengan syarat tidak
bertentangan dengan prinsip syariah.

3. Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta PPIP pada DPPK
a. Pengelolaan kekayaan harus didasarkan pada prinsip kehati-
hatian, profesionalisme dan memenuhi Prinsip Syariah;
b. Turan yang diterima Dana Pensiun Syariah harus diinvestasikan
sesuai dengan Prinsip Syariah;
c. Kegiatan investasi menggunakan akad yang berlaku sesuai
dengan Prinsip Syariah.

4. Ketentuan Manfaat Pensiun PPIP pada DPPK

a. luran Peserta dan/atau dana hibah dari Pemberi Kerja yang
dikelola Dana Pensiun Syariah beserta hasil investasinya,
menjadi milik Peserta apabila telah dipenuhi persyaratan yang
ditentukan Pemberi Kerja dan/atau disepakati dalam perjanjian
yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan
perundang-undangan;

b. Serahterima manfaat pensiun harus didasarkan pada
kesepakatan sesuai prinsip syariah dan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Ketentuan terkait PPMP
1. Ketentuan Para Pihak dan Akad PPMP

a. Para Pihak dalam PPMP adalah Pemberi Kerja, Peserta, Dana
Pensiun Syariah, Investee, Aktuaris, dan Penerima Manfaat
Pensiun;

b. Akad antara Pemberi Kerja dengan Peserta adalah Hibah bi
syarth; Pemberi Kerja sebagai Pemberi (Wahib), dan Peserta
sebagai Penerima (Mauhub lah);

c. Pemberi Kerja memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak
yang berhak menerima manfaat pensiun dengan akad Hibah
Mugayyadah sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Syariah;

d. Akad antara Pemberi Kerja dengan Dana Pensiun Syariah
adalah akad wakalah; Pemberi Kerja berkedudukan sebagai
Muwakkil, dan Dana Pensiun Syariah sebagai Wakil,

e. Akad antara Peserta dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad
Wakalah; Peserta berkedudukan sebagai Muwakkil, dan Dana
Pensiun Syariah sebagai Wakil;

f. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan non
investasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian
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(akad) dengan pihak lain berdasarkan syariah yang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

g. Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Investee/Manajer
Investasi adalah akad Wakalah bil Ujrah atau akad
Mudharabah. Dana Pensiun Syariah sebagai Muwakkil, dan
Investee/Manajer Investasi sebagai Wakil dalam akad wakalah
bil yjrah; dan Dana Pensiun Syariah sebagai Shahib al-Mal,
dan Investee/Manajer Investasi sebagai Mudharib dalam akad
Mudharabah;

h. Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian,
Penaschat Investasi, Akuntan Publik, dan Konsultan Aktuaria
adalah akad ijarah; Dana Pensiun Syariah sebagai Musta jir;
dan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, Akuntan Publik dan
Konsultan Aktuaria sebagai 4jir.

2. Ketentuan [uran PPMP

a. Pemberi Kerja dan/atau Peserta memberikan dananya untuk
iuran penyelenggaraan program pensiun, dan menyerahkannya
kepada Dana Pensiun Syariah dengan akad wakalah;

b. Akad antara Pemberi Kerja dengan Peserta adalah hibah bi
syarth; Pemberi Kerja sebagai Pemberi (Wahib), dan Peserta
sebagai Penerima (Mauhub lah);

c. Dalam hal vesting right, akad hibah dari Pemberi Kerja kepada
Peserta akan berlaku apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi
sesuai kesepakatan dan/atau Kketentuan yang ditentukan
Pemberi Kerja yang substansinya sesuai dengan syariah
dan/atau peraturan perundang-undangan;

d. Apabila Pemberi Kerja gagal memenuhi memenuhi kewajiban
pada masa vesting right, Mauhub bih menjadi milik Pekerja;

e. Dalam hal /locking in, dana hibah dari Pemberi Kerja berikut
hasil pengelolaannya, sudah menjadi milik Peserta tapi belum
bisa dikuasai secara penuh;

f. Peserta berhak menarik dana miliknya dari Dana Pensiun
Syariah, dan Dana Pensiun Syariah wajib menunaikannya,
pada saat Peserta yang bersangkutan mencapai usia pensiun
yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (pensiun
dipercepat, normal, atau ditunda);

g. Apabila peserta meninggal dunia, maka manfaat pensiun
diberikan kepada pihak yang ditunjuk dengan syarat tidak
bertentangan dengan prinsip syariah.
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3. Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta PPMP
a. Pengelolaan kekayaan harus didasarkan pada prinsip kehati-
hatian, profesionalisme dan memenuhi Prinsip Syariah;
b. Iuran yang diterima Dana Pensiun Syariah harus diinvestasikan
sesuai dengan Prinsip Syariah;
c. Kegiatan investasi menggunakan akad yang berlaku sesuai
dengan Prinsip Syariah.

4. Ketentuan Manfaat Pensiun PPMP

a. luran Peserta dan/atau dana hibah dari Pemberi Kerja yang
dikelola Dana Pensiun Syariah beserta hasil investasinya,
menjadi milik Peserta apabila telah dipenuhi persyaratan yang
ditentukan Pemberi Kerja dan/atau disepakati dalam perjanjian
yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan
perundang-undangan;

b. Serahterima manfaat pensiun harus didasarkan pada
kesepakatan sesuai prinsip syariah dan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Ketentuan Penutup

1. Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalam
penyelenggaraan pensiun berdasarkan prinsip syariah, dilakukan
penyelesaian perselisihan sesuai syariah melalui musyawarah,
mediasi, arbitrase,atau pengadilan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 12 Muharram 1435 H.

15 November 2013 M.
DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
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